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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kota Palembang dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 rata-rata sebesar 6,28 %. Sementara itu bila dilihat dari kontribusinya berdasarkan lapangan usaha, nilai PDRB kota Palembang sebagian besar disumbang oleh sektor industri pengolahan 41,55 % yang diikuti oleh sektor perdagangan 24,64 % dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 12,40 %.

Tabel 1.1

Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Lapangan Usaha (Dengan Migas) Tahun 2001-2003.
	Lapangan Usaha
	2001
	2002
	2003

	Sektor Primer
· Pertanian

Sektor Skunder

· Industri migas

· Industri tanpa migas

· Listrik, gas, air

· Bangunan

Sektor Tersier

· Perdagangan

· Angkutan/Komunikasi

· Keuangan

· Jasa-jasa

Lainnya
	0,86
48,82

20,83

22,34

2,04

3,61

50,32

23,26

12,21

5,79

9,06

-
	0,86
47,91

19,80

22,38

1,99

3,74

51,24

24,10

12,32

5,77

9,05

-
	0,85
47,31

19,25

22,30

1,90

3,86

51,83

24,64

12,40

5,74

9,05

-

	J u m l a h
	100
	100
	100


Sumber : Palembang Dalam Angka, BPS (Diolah).
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui, bahwa sektor industri dan perdagangan memegang peranan yang cukup penting dalam pembentukan PDRB kota Palembang. Kedua sektor ini diharapkan dapat mendorong aktivitas sektor-sektor lainnya, misalnya sektor pengangkutan dan telekomunikasi serta sektor keuangan. Selanjutnya kondisi ini berimplikasi kepada kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

Dalam era otonomi daerah pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten-kota. Sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD pendanaannya diusahakan dan dikelola sendiri oleh daerah. Komponen yang berperan penting terhadap kontribusi penerimaan PAD selain pajak daerah bersumber pula dari retribusi daerah. Penggolongan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribuysi perizinan tertentu.

Kemampuan kota Palembang dalam menghimpun PAD relatif cukup baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Keadaan ini dicerminkan oleh perkembangan peranan PAD dalam APBD tahun 2000-2002 rata-rata sebesar 10,65 %. Walaupun peran PAD terhadap APBD kota palembang sudah di atas rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan total pemerintah kabupaten-kota se-Indonesia yang sebesar 6,36 %, namun kondisi porsi PAD terhadap APBD ini tingkat kemandirian daerah masih rendah atau dengan kata lain masih sangat tergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat.
Nilai PAD kota Palembang selama tahun 2000-2002 menunjukkan peningkatan sebesar 151,5 %. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pos pajak dan retribusi daerah. Dari keempat pos PAD, terjadi pergeseran pos penerimaan terbesar dari pos pajak daerah pada tahun 2000-2002 ke pos retribusi daerah pada tahun 2002. Pada tahun 2002 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 58,66 %, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 penyumbang terbesar PAD adalah pos retribusi daerah yaitu sebesar 45.05 %, sementara  pos pajak daerah hanya menyumbang 40,04 %, sedangkan pos lainnya memberikan sumbangan masing-masing sebesar 1,76 % untuk perusahaan daerah dan 13,16 % untuk pos lain-lain.

Pad tahun 2000-2002 pos penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 71,7 %, pos retribusi daerah meningkat sebesar 212,2 %. Pos penerimaan dari pembagian laba usaha meningkat sebesar 132,5 % dan pos lain-lain pendapatan mengalami peningkatan sebesar 964,3 % untuk periode yang sama.

Pengelolaan retribusi daerah secara efektif dan efisien merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan retribusi hendaknya tetap berpegang pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang pada prinsipnya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Kewenangan dalam era otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk berkembang, namun dari sisi pendanaan merupakan tantangan yang cukup berat mengingat secara umum pemerintah kabupaten-kota di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. 
Semakin besarnya wewenang pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mendorong peningkatan PAD ditunjang dengan berbagai peraturan pemerintah, antara lain berkenaan dengan Pajak Daerah (PP RI N0. 65 Tahun 2001) dan Retribusi Daerah (PP RI N0. 66 Tahun 2001). Upaya pemerintah ini sangat penting, megimgat PAD pemerintah kabupaten-kota sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Salah satu objek retribusi adalah retribusi pasar yang selama ini dirasakan masih rendah, antara lain disebabkan oleh pengelolaan yang  dilakukan belum optimal. Argumnentasi ini didukung oleh relatiuf masih tingginya kios atau los pasar yang masih kosong, bahkan sebagian pedagang lebih menyukai untuk berjualan di badan jalan atau yang kita kenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Sampai saat ini di kota palembang terdapat 21 pasaar yang masih aktif beroperasi. Aktivitas pasar tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Palembang berupa retribusi. Retribusi pasar meliputi retribusi harian, retribusi kebersihan, retribusi keamanan, retribusi kaki lima, uang kunci dan biaya administrasi/perpanjangan sewa-menyewa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peningkatan penerimaan retribusi daerah mengacu kepada dua hal prinsipiil, yakni aktivitas penelitian dan pengelolaan. Argumentasi ini menyatakan bahwa target penerimaan retribusi pasar harus didukung oleh penelitian atau pengamatan terhadap pasar berkenaan dengan variabel-variabel yang relevan. Selanjutnya untuk mencapai realisasi yang telah ditetapkan dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di kota Palembang.
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan  adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar potensi retribusi pasar di kota Palembang

2. Berapa besar tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di kota Palembang

3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pemungutan retribusi pasar di kota Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar potensi retribusi pasar di kota Palembang
2. Untuk mengetahui berapa besar tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di kota Palembang

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar di kota Palembang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan menghasilkan kegunaan sebagai berikut : 
1. Menambah khasanah studi empirik mengenai retribusi pasar
2. Memberikan informasi bagi berbagai pihak, khususnya untuk pengambil kebijakan
BAB II.

STUDI PUSTAKA
2.1.  Pengertian Fiscal Federalism dan Fiscal Decentralization
Kajian tentang fiscal federalism dan fiscal decentralization pada awalnya masih relatif terbatas, seperti halnya Musgrave (1959) membahasnya hanya dalam lima halaman, begitupula dengan berbagai literature keuangan publik menampilkannya hanya dalam satu bab. Pembahasan mengenai topik ini mulai berkembang pada tahun 1980-an dan sejak tahun 1990-an menjadi topik yang hangat, sehingga menyebabkan timbulnya kajian khusus (Tanzi, 1996; 225).
Pada walnya theory of fiscal federalism dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan oates (1972). Teori ini membahas mengenai fungsi pemerintah dalam pelayanan publik dan wewenang keuangan untuk menjalankan fungsi tersebut pada berbagai tingkat pemerintahan. Secara lengkap pendapat Musgrave (Musgrave, 1959) mengenai  theory of fiscal federalism adalah :

The traditional theory of fiscal federalism lays out general normative frame work for the assignment of function to different levels of government and the appropriate fiscal instruments for carrying out these functions.

Oates mengemukakan, bahwa berkenaan dengan pelaksanaan ketiga fungsi pemerintah, sistem sentralisasi dan desentralisasi mempunyai beberapa kelemahan, karena itu akan lebih baik jika kedua sistem tersebut dipakai secara bersamaan dalam sebuah pemerintahan yang berbentuk federal.

Definisi federalism secara ekonomi menurut Oates (1972; 17) adalah :

Federal government : A public sector with both centralized and decentralized levels of decision-making in with choices made at each level concerning the provision of public services are determined largely the demands for these services of the residents of ( and perhaps others who carry on activities in) the respective jurisdiction.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tugas utama dari teori fiscal federalism adalah menentukan fungsi pemerintahan dan tanggungjawab fiskal pada berbagai tingkat pemerintahan lokal seefisien mungkin, sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Federal dan state atau Provinsi dan kabupaten-kota). Pengertian ini dikemukakan oleh Bird (1995), secara lebih lengkap sebagai berikut :
”..... the main analytical task of fiscal federalism is to difine the approriate functions and finance of local government as efficiently as possible-that is, in such a way to maximize community welfare”.

Pengertian tersebut diperluas oleh Tresch (2002; 831) yang mengemukakan, bahwa inti dari theory of fiscal federalism adalah :

The first relates to the allocation of the legimate functions of governments throughout the fiscal hierarchy : which governments should provide the various legitimate allocational an distributional functional of government so as to avoid potential incompatibilities and destructive competitions among the governments and achieve a social welfare maximum. The second question relates to the sorting of people among  jurisdictions : how must people sort themselves among the various jurisdictions, again with the goal of avaoiding incompatibilities and intergovernmental competitions and achieving a social welfare maximum.

Konsep fiscal federalism dan fiscal decentralization berkaitan sangat erat. Menurut Boex (2002; 1) kedua pengertian tersebut merumuskan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembiayaan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Seperti  yang telah dikemukakan bahwa aspek distribusi dan stabilisasi merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan aspek alokasi merupakan  wewenang pemerintah lokal. Fungsi pemerintahan dan kewenangan keuangan dapat dilimpahkan oleh peerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal.

Menurut Boex (2001; 3) pengertian desentralisasi fiskal adalah;

“Fiscal decentralization is the assigment of fiscal decision-making powers and management responsibilities to lower levels of government. This definition implicitly assumes that local governments have a certain degree of fiscal discretion of autonomy, and that subnational governments are primarily accountable to their regional or local constituents”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer dan pinjaman daerah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.2.  Pilar Desentralisasi Fiskal

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal (Boex, 2001; 4-7; Martinez-Vazquez, 2002; 5-10) :

…….. “In sequence, the four building blocks or pilar of fiscal decentralization are:

The assigment of expenditure responsibilities: what are the function and expenditure responsibiities of each level of government ?  Assigment of tax sources: once subnational governments are assigned certain expenditure responsibilities, which tax or non-tax revenue sources will be made available to subnational  governments in order to provide them with sources ? Intergovernmental fiscal transfer: in addition to assigning revenue sources, central government may provide regional and local governments with additional resources through a system of intergovernmental fiscal transfer or grants Subnational deficit borrowing and debt: if subnational governments do not carefully balance their annual expenditures with revenues and transfers, this will result in subnational deficits and the in currence of debt.”

Permasalahan utama yang dihadapi pada aspek pengeluaran berkaitan dengan pada tingkat pemerintahan yang manakah fungsi dan tanggungjawab pengeluaran akan diberikan ?.  Dalam sistem desentralisasi fiskal permasalahan ini diatur dalam subsidiarity principle, dimana pelayanan publik yang efisien dapat dicapai apabila dilakukan oleh pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.  Menurut prinsip ini ketiga jenis pelayanan publik yang terdiri dari barang publik yang memberikan keuntungan  secara nasional, pelayanan sosial atau distribusi pendapatan dan barang publik yang dapat digunakan oleh berbagai daerah (spillover-effects) sebaiknya disediakan oleh pemerintah pusat.

Pilar desentralisasi fiskal yang kedua adalah penerimaan. Permasalahan penerimaan antara lain diatur dengan menggunakan pendekatan finance should follows  function, dimana penerimaan yang diperoleh suatu daerah ditentukan oleh fungsi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Di sisi lain pemerintah daerah dihadapkan pada permasalahan berapakah jumlah penerimaan yang akan diperoleh dan berasal dari manakah sumber penerimaaan tersebut. 

Pilar desentralisasi fiskal yang ketiga adalah transfer kepada pemerintah daerah (intergovernmental fiscal transfer). Pada dasarnya tujuan dari pemberian transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal vertikal dan horizontal serta sebagai akibat  terjadinya inter-jurisdictional spill- over effects (Ma, 1997; 1-2 ; Oates, 1999; 1126 serta Herber dalam Luky Eko Wuryanto,  1996; 32-34).

Sedangkan pilar desentralisasi fiskal yang keempat adalah pinjaman daerah. Pinjaman suatu daerah terjadi karena terjadinya defisit anggaran, dimana pengeluaran yang diperlukan untuk pelayanan publik tidak dapat tertutupi oleh penerimaan dan transfer. 

2.3.  Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebutkan, bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), teridiri dari : 

(a) Pajak daerah

(b) Retribusi daerah

(c) Hasil pengelolaan kekayaanaan daerah yang dipisahkan

(d) Lain-lain PAD yang sah

2) Dana Perimbangan, teridiri dari :

(a) Bagi hasi, terdiri dari Pajak Bumi dan bangunan , Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumberdaya alam

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

(c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

3) Lain-lain Pendapatan :

(a) Hibah

(b) Dana darurat

2.4. Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Munawir (1998: 5) mendefinisikan retribusi adalah iuran pemerintah yang dapat dipakasakan dan mendapat jasa balik secara langsung. Paksaan dalam retribusi  bersifat ekonomis, mempunyai arti bahwa siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut. Dengan perkataan lain, retribusi adalah pungutan yang dikaitkan langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi.
2.5. Retribusi Pasar

Selanjutnya yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah pungutan daerah atau jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD). Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur  berdasarkan kelas  pasar, jenis tempat, luas kios, luas los, tempat dataran/pelataran dan waktu.

Beberapa azas yang harus dipenuhi oleh retribusi meliputi  azas keadilan, yuridis, ekonomis dan financial. 
BAB III.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1.  Metode Penelitian yang Digunakan

Berdasarkan klasifikasi metode penelitian, maka penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif dilakukan pengujian terhadap hipotesis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data empirik yang dibutuhkan berkenaan dengan objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini berkenaan dengan potensi, efektivitas pemungutan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi pasar di kota palembang.

3.2.  Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data skunder yang meliputi target dan realisasi retribusi pasar. Pengumpulan data skunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber data dan informasi dari berbagai lembaga yang relevan. Data skunder tersebut antara lain diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Perusahaan Pasar Daerah dan Badan Pusat Statistik.

3.3.   Operasionalisasi Variabel

1. Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa halaman atau pelataran los dan atau kios yang dikelola oleh Pemda yang diperuntukkan bagi pedagang

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

3. Potensi retribusi pasar adalah keseluruhan daya yang dimiliki obyek retribusi pasar baik berupa fisik maupun  jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat menghasilkan penerimaan daerah dalam bentuk retribusi pasar

4. Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target atau sasaran penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

5. Tarif retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3.4.  Teknik Analisis

Guna menganalisis permasalahan penelitian, maka akan digunakan berbagai metode analisis sebagai berikut :

1. Kontribusi (share)
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3. Efektifitas Pemungutan
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 adalah tingkat efektifitas pemungutan retribusi pasar

· > 100 %      adalah sangat efektif

· 91 – 100 % adalah efektif

· 81 – 90 %   adalah cukup efektif

· 61 – 80 %   adalah kurang efektif

·  < 61 %      adalah sangat tidak efektif

BAB IV.

HASIL dan PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV akan dikemukakan mengenai deskripsi atas fenomena permasalahan penelitian dengan menampilkan data mengenai perkembangan perekonomian dan pendapatan kota Palembang. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
4.1.  Gambaran Umum Perekonomian Kota Palembang

Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB dan pendapatan perkapita. Berdasarkan Tabel 4.1  pendapatan perkapita masyarakat dari 200 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan, sehingga diharapkan daya beli masyarakat mengalami peningkatan yang dapat menggerakkan perekonomian kota Palembang.

Tabel 4.1 Nilai PDRB dan Jumlah Penduduk Kota Palembang

Tahun 2000-2003

	Tahun
	PDRB
	Jumlah Penduduk
	PDRB Perkapita

	2000
	2.869.608
	1.218.871
	2.354.316

	2001
	2.998.215
	1.242.588
	2.412.879

	2002
	3.179.588
	1.265.577
	2.512.362

	2003
	3.370.853
	1.287.435
	2.618.278


Sumber : Palembang Dalam Angka ,BPS.
Peningkatan PDRB yang dapat mendorong meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan dapat mendongkrak laju Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian keuangan suatu daerah.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.2 dapat dilihat perkembangan nilai PAD kota Palembang dari tahun 200 sampai dengan tahun 2003. Nilai PAD kota Palembang selama perode tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 151,92 persen. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pos pajak dan retribusi daerah. Dari keempat jenis pendapatan tersebut telah terjadi pergeseran dari pajak daerah ke retribusi daerah sebagai penyumbang terbesar PAD kota Palembang. Pada tahun 2003 retribusi memberikan kontribusi sebesar 38,61 %, diikuti oleh pajak daerah 37,97 persen, laba BUMD sebesar 21,72 persen dan pendapatan lain-lain sebesar 1,70 persen.

Tabel 4.2 Perkembangan Nilai PAD Kota Palembang

Tahun 2000-2003

	Keterangan
	2000
	2001
	2002
	2003

	Pajak Daerah
	11.958.144.710,25
	16.659.051.514.00
	20.535.727.323.00
	24.118.802.296,25

	Retribusi
	7.400.038.416.00
	14.980.517.989.72
	23.104.791.059.28
	24.528.727.530,00

	Laba BUMD
	388.729.835,87
	678.418.363.58
	903.810.092.08
	1.077.405.243,00

	Lain-lain
	639.996.449,63
	3.192.310.328.48
	6.748.089.413,10
	13.798.033.087,00


Sumber  : Statistik Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik.
Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa sektor perdagangan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian kota Palembang. Salah satu aktivitas yang menggerakkan perdagangan adalah tersedianya sarana jual beli, yakni pasar. Sampai saat ini di Kota Palembang tersedia sebanyak 23 pasar yang tersebar di berbagai kecamatan.

Selanjutnya dalam Tabel 4.3 ditampilkan lokasi pasar,  jumlah petak, los dan pedagang berdasarkan  kecamatan di Kota Palembang.

Tabel 4.3 Jumlah Petak, Los dan Pedagang Berdasarkan Lokasi Pasar

di Kota Palembang Tahun 2006

	Pasar
	Jumlah
	
	
	

	
	Petak
	Los
	Hamparan
	Jumlah
	Jlh Pdgng

	1. Ilir Barat I
	
	
	
	
	

	Padang Selasa
	24
	73
	0
	97
	95

	2. Ilir barat II
	
	
	
	
	

	Sekanak
	264
	42
	0
	306
	164

	3. Ilir Timur I
	
	
	
	
	

	Kamboja
	32
	38
	50
	120
	98

	Kepandean
	
	
	
	
	

	16 Ilir
	1.634
	0
	1.148
	2.782
	2.782

	4. Ilir Timur II
	
	
	
	
	

	Lemabang
	443
	217
	110
	770
	443

	Kuto
	267
	248
	150
	665
	510

	5. Seberang Ulu I
	
	
	
	
	

	¾ Ulu
	118
	48
	52
	218
	166

	7 Ulu
	524
	144
	9
	677
	439

	10 Ulu
	493
	100
	60
	653
	373

	Retail Jakabaring
	34
	128
	1.760
	1.922
	1.922

	6. Seberang Ulu II
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Sukarami
	-
	-
	-
	-
	-

	Maskrebet
	-
	-
	-
	-
	-

	8. Gandus
	
	
	
	
	

	Tangga Buntung
	93
	99
	5
	197
	197

	Gandus
	16
	20
	25
	61
	40

	9. Kertapati
	
	
	
	
	

	Kertapati
	303
	151
	0
	454
	318

	10. Bukit Kecil
	
	
	
	
	

	Bukit Kecil
	128
	53
	0
	181
	120

	Cinde
	703
	158
	0
	861
	843

	Soak Bato
	134
	143
	50
	327
	277

	Burung
	51
	
	10
	61
	61

	11. Kemuning
	
	
	
	
	

	Km 5
	287
	105
	0
	392
	252

	Sekip Ujung
	168
	276
	12
	456
	359

	Kebon Semai
	83
	169
	0
	252
	297

	12. Kalidoni
	-
	-
	-
	-
	-

	13. Plaju 
	
	
	
	
	

	Plaju
	412
	401
	25
	838
	520

	14. Alang-Alang Lebar
	
	
	
	
	

	Alang-Alang Lebar
	150
	34
	408
	592
	318

	Jumlah
	6.361
	2.647
	3.874
	12.882
	10.594


Sumber : PD Pasar Palembang Jaya, 2006.
Berdasarkan Tabel 4.3  diketahui bahwa sebagian besar kios yang ada pada pasar tradisional berbentuk petak, yakni sebesar 49,37 persen , diikuti oleh hamparan sebesar 30,07 persen dan los sebesar 20,54 %. Secara keseluruhan kios yang ada sampai saat ini berjumlah 12.882 buah, terbanyak terdapat di pasar 16 Ilir (21,59 %) yang diikuti oleh pasar Retail Jakabaring (14,92 %) dan pasar Cinde (6,68 %). Begitupula dengan distribusi pedagang yang terdapat pada pasar tersebut.

Para pedagang yang berada di berbagai lokasi tersebut  membayar pengeluaran bulanan dan harian, berbentuk karcis retribusi, kebersihan dan keamanan.
4.2.  Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mengenai potensi retribusi pasar, efektifitas pemungutan retribusi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Selanjutnya dalam bagian berikut ini hasil dari penelitian akan diuraikan secara sistematis.
4.3.  Pembahasan

4.3.1. Potensi Retribusi Pasar

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel IV.3 jumlah pasar di Kota Palembang sebanyak 22 buah dengan fasilitas berupa kios sebanyak 6.361 buah, los 2.647 buah dan hamparan 12.882 buah. Sementara itu jumlah pedagang sebanyak 10.594 orang dari fasilitas yang secara keseluruhan berjumlah 12.882 buah.

Selanjutnya berdasarkan data pada Tabel IV.4  pada tahun 2004 jumlah fasilitas yang tersedia sebanyak 4.815 buah, terdiri dari petak sebanyak 3.310 buah dan los sebanyak 1.505 buah.  Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan data pada tahun 2006 karena terdapat penambahan dari pasar Alang-alang Lebar (150 petak, 34 los dan 408 hamparan)  dan pasar Retail Jakabaring (34 petak, 128 los dan 1760 hamparan). Dengan demikian pada tahun 2006 terdapat peningkatan jumlah petak sebesar 47,96 %, sedangkan los sebesar 43,14 %. Secara keseluruhan terdapat peningkatan sebesar  87,08 %.       
Berdasarkan perkiraan pada tahun 2005 jumlah retribusi keseluruhan, baik dari retribusi bulanan, kebersihan dan keamanan  setiap bulannya berjumlah 436.563.592,- rupiah atau dalam satu tahun berjumlah rupiah. 5.238.763.104,- rupiah.   Sedangkan realisasi untuk bulan Desember 2005 sebesar  258.915.126,- rupiah dan total pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.441.042.309,- rupiah.  Berdasarkan perbandingan antara perkiraan dengan realisasi berarti terdapat ovrvalue karena nilai perkiraan lebih besar dibandingkan realisasi yang dapat dicapai. Selanjutnya untuk bulan Oktober 2006 target yang ditetapkan sebesar 226.744.876,- rupiah, sedangkan realisasi yang dapat dicapai sebesar 133.363.541,- rupiah.  Keadaan ini menunjukkan bahwa secara kasar terjadi penurunan pendapatan dibandingkan dengan tahun 2005.

Secara lebih lengkap mengenai jumlah petak dan retribusi dapat dilihat pada Tabel IV.4, IV.5 dan IV.6.

Tabel IV.4 Jumlah Los dan Petak Berdasarkan Lokasi Pasar

Tabel IV.5 Penerimaan Retribusi dari Sewa Petak dan Los

Tabel IV. 6 Jumlah Penerimaan Retribusi Bulanan

4.3.2. Efektifitas Pemungutan retribusi Pasar

Efektifitas (hasil guna) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian  target yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah Change Performance Index (CPI), yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan sasaran atau target penerimaan retribusi yang telah direncanakan.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel IV.7 secara rata-rata efektifitas penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 sebesar 92,53 persen. Berdasarkan matriks kinerja keuangan, maka efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kota Palembang masuk dalam kategori efektif. Jika dilihat pertahunnya, maka  hanya pada tahun 2003 yang tergolong sangat efektif, sedangkan pada tahun 2002 masuk dalam kategori efektif, pada tahun 2004 kurang efektif dan tahun 2005 cukup efektif.

Secara lebih lengkap mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi pasar berdasarkan sumbernya secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.7.
Tabel IV.7 Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar

4.3.3. Permasalahan dalam Pemungutan Retribusi Pasar

Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar, yaitu :

1) Banyaknya pedagang (terutama pedagang kali lima) yang enggan untuk membayar retribusi sesuai dengan tarif karena merasa berat  akibat dari banyaknya retribusi tidak resmi, dimana jumlah retribusi tidak resmi  yang paling besar adalah uang untuk preman. 

2) Pada umumnya pedagang di pasar kota Palembang enggan dalam membayar retribusi kebersihan dan keamanan karena merasa membayar dengan sia-sia. Hal ini terjadi karena tidak adanya timbal balik dari pembayaran retribusi tersebut, dimana pedagang masih harus membayar uang kebersihan untuk tukang sapu dan membayar uang keamanan untuk satpam pasar atau satpam swasta.

3) Banyak pedagang yang meragukan keaslian karcis, sehingga mereka lebih suka membayar di bawah tarif dan tidak mendapatkan karcis. Keadaan ini ditunjang oleh kenyataan adanya petugas (oknum) yang memungut retribusi dengan hanya menunjukkan karcis tanpa memberikan karcis tanpa disobek atau tanpa cap/stempel tanggal pembayaran.

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan retribusi pasar adalah dengan mengatasi kendala-kendala yang terjadi dengan cara :

1) Memaksimalkan sistem penarikan retribusi, yaitu dengan melakukan penertiban karcis retribusi

2) Menertibkan oknum pemungut retribusi tidak resmi, terutama para preman

BAB V.

KESIMPULAN  dan  SARAN

5.1. Kesimpulan 

1. Potensi penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang masih belum optimal, bahkan untuk tahun terakhir cenderung mengalami penurunan
2. Selama empat tahun terakhir penerimaan retribusi pasar termasuk dalam kategori efektif, dimana perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan sebesar 92,53 %.
3. Terdapat beberapa kendala dalam pemungutan retribusi pasar, antara lain keengganan pedagang untuk membayar retribusi karena masih terdapat pemungutan tidak resmi dan tidak adanya timbal balik yang dirasakan dari retribusi yang dibayar.

5.2. Saran

1. Penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang masih dapat ditingkatkan antara lain melalui peningkatan tarif sewa yang ditunjang dengan peningkatan kualitas yang iperlukan oleh pedagang
2.  Target yang ditetapkan oleh pemerintah hendaknya berdasarkan potensi yang ada, bukan berdasarkan perkiraan peningkatan secara persentase dari tahun sebelumny
3.  Menekan pungutan tidak resmi, sehingga pedagang mau membayar retribusi dan memberikan timbal balik dari pungutan retribusi yang dilakukan.
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